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SALINAN

PUTUSAN
Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Clg

gﬁj\) AR -y
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang

diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Indramayu 16 Februari 1994, umur 29
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Toboali 31 Agustus 1989, umur 34
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08
November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cilegon  dengan register perkara Nomor  700/Pdt.G/2023/PA.Clg,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 di
hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Februari 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan
terakhir tinggal di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
hingga berpisah;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da
dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bangka, 10 Juli
2016, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;

3.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bangka, 24
September 2019, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sejak sekitar di bulan Agustus 2021, rumah
tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:

4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang
diketahui langsung oleh Penggugat;

4.2. Tergugat jarang pulang kerumah dan sudah tidak pedui;

4.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata
binatang;

5. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas,
komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan
sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi
pada bulan Januari 2022. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
berpisah rumah yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai
dengan saat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya damai

dari pihak keluarga;
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7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu
rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila
gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan
tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan
mengingat bahwa anak tersebut tersebut masih sangat menginginkan dan
membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat - Ibunya -
maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Cilegon cg. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak
yang bernama: Anak 1 Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di
Bangka, 10 Juli 2016 dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan,
lahir di Bangka, 24 September 2019 berada di bawah pengasuhan dan
pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Cilegon Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan sebagai hukum seorang anak yang bernama: Anak 1

Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bangka, 10 Juli 2016 dan
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Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bangka, 24
September 2019 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat
(PENGGUGAT) sebagai ibu kandungnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengar;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi
diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap
dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat,
dicatat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon,

Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua
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Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,
diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Februari
2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cilegon Kota Cilegon Provinsi
Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua
Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,
diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Penggugat dan
Tergugat Nomor XXXXXXXxXXxxxxx, tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka,
telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim
telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan
ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta
tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Penggugat dan
Tergugat Nomor XxXXXxXxXxxxxX, tanggal 03 Desember 2019, yang
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, telah
diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah
mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan
ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta
tanda bukti P.4;

II. Bukti Saksi
1. Saksi 1 Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Bibi
Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal
bersama dan membina rumah tangga di Kota Cilegon, Provinsi

Banten;
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- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
keturunan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan
wanita lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan
sampai saat ini mereka telah berpisah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh)
bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dibawah
asuhan Penggugat selama ini;

- Bahwa Penggugat merupakan sosok ibu yang bertanggung jawab
terhadap anaknya;

- Bahwa setau saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan
yang dilarang menurut syara’ dan Hukum;

- Bahwa Penggugat selalu memberikan ajaran yang baik kepada anak
Penggugat dan Tergugat berupa ajaran Islam dan perbuatan yang
terpuiji;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibuk

Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal
bersama dan membina rumah tangga di Kota Cilegon, Provinsi
Banten;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
keturunan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan
wanita lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan
sampai saat ini mereka telah berpisah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh)
bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dibawah
asuhan Penggugat selama ini;

- Bahwa Penggugat merupakan sosok ibu yang bertanggung jawab
terhadap anaknya;

- Bahwa setau saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan
yang dilarang menurut syara’ dan Hukum;

- Bahwa Penggugat selalu memberikan ajaran yang baik kepada anak
Penggugat dan Tergugat berupa ajaran Islam dan perbuatan yang
terpuji;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan
telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada intinya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat
tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam
dalam Kitab Ahkamul Quran lll : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai
pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

{559 58 od s el 80 1S ) 3 0
Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap ‘Hakim “Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya.
Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah
syariah dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnya

diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.
Menimbang, bahwa jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum
dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR
perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek).

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan
Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup
sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,
maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan
Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1
berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa Penggugat tinggal diwilayah Kota Cilegon, Provinsi
Banten yang merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 03 Februari 2011
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, relevan dengan
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dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

pada tanggal 03 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, keduanya telah memberikan
keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah
dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat
jarang pulang ke rumah kediaman bersama,;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang 1 (satu)
tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

— Bahwa Majelis Hakim dan kedua saksi telah berupaya mendamaikan
Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
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— Bahwa Penggugat merupakan sosok ibu yang bertanggung jawab terhadap
anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang
menurut syara’ dan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus
saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana
penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta
ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman
kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama
lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan
rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah
berlangsung selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak
pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu
sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan
indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan
Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat
menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan
yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri
dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
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membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 3
Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam
al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 :

L) T8 =5 L.,.h_‘;j‘..sf_._iﬁ. SO G Saans Se

R —— o -

GaSaT P P s Y U'L-?—;:;_.! Y ey Gt
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh yang
berbunyi :

ﬂm]g&ﬁeﬂniu@];djh
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum
Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133

sebagai berikut :

Al aldll ade sl lgn g 3lAa gl A8 ) p2e A 0

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
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248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :
daa BaY Ui ol S5 g0l i ol sl dag ) Ly ol ol W) go il 128
A, 4l Ll Lt 23hmy) o ool o s Lugh il (s inll ol 30
Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang
pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak

ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan
akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam
penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f)
Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,
oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat,
(PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Cilegon adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3
agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap 2 (dua)
orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan
Tergugat, perempuan, lahir di Bangka, 10 Juli 2016 dan Anak 2 Penggugat dan
Tergugat, perempuan, lahir di Bangka, 24 September 2019 akan

dipertimbangkan untuk selanjutnya;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak, serta
2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa kedua anak tersebut merupakan
anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat dan menurut keterangan Saksi,
bahwa Penggugat merupakan ibu kandung yang memiliki kepribadian yang baik
dan tidak ada halangan untuk mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang
memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus
dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi
penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang
dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) Jis. Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal
11, Pasal 13 dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya telah
memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang
anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat
khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan,
perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang,
pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah
dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat
perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pemeliharaan) anak semata-mata
diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan anak,

bukan untuk kepentingan orang tua selaku pemegang hadhanah atau keluarga

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
gugatan Penggugat tentang hadhanah (pemeliharaan) anak Penggugat dan
Tergugat tersebut di atas agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1
Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bangka, 10 Juli 2016 dan Anak 2
Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bangka, 24 September 2019
belum mumayyiz atau belum  berumur 12 (dua belas) tahun secara
physikologis dan kejiwaan seorang anak lebih dekat dan lebih nyaman apabila
berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat
membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dengan
demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak Penggugat
dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat
mengenai hak hadlanah atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak
tersebut agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat
patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun kedua anak tersebut telah ditetapkan
berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal
59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap
bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat
sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan
Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi,
menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam
menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai
dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan
melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
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pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila

Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan

alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, gugatan Penggugat tentang hak hadhanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis

drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1
Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bangka, 10 Juli 2016 dan
Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bangka, 24
September 2019 berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan
pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk
memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
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Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Yunanto, S.H.l., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Aisyah Kahar, S.H. dan llmas, S.H.l., M.Sy., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Juleha,S.H.l. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Aisyah Kahar, S.H. Yunanto, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Imas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd
Juleha,S.H.I.
Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan . Rp. 385.000,-
5. Biaya Redaksi :  Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
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